Meni
a.

PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 108 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN TENAGA KEPENDI DI KAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil vyang diangkat dan ditugaskan
sebagai Tenaga Kependi di kan sesuali ket entuan peraturan
per undang- undangan, perlu diberikan tunjangan yang sesuai

dengan beban kerja dan tanggung j awab pekerjaannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dal am
rangka neni ngkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu
mengat ur  Tunjangan Tenaga Kependi di kan dengan Peraturan
Pr esi den;

Mengi ngat

1
2.

Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik I ndonesia
Tahun 1945;

Undang- Undang  Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nonor 169, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3890) ;

Undang- Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2003 Nonor
78, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4301);
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah Menjadi
Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4548) ;

Undang- Undang Nonor 14 Tahun 2005 tentang Quru dan Dosen
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 157,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4586);

Perat uran Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ggji
Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun
1977 Nonor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 3098) sebagai mana tel ah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2007 (Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Tabun 2007 Nonor 25);

Peraturan Penerintah Nonor 27 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Pra Sekolah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nonor 35, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor



10.

11.

12.

13.

14.

15.

3411) ;

Peraturan Penerintah Nonor 28 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Dasar (Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Tahun 1990 Nonor 36,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3412)
sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Penerintah Nonor 55
Tahun 1998 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1998
Nonor 90, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3763) ;

Peraturan Penerintah Nonor 29 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Menengah (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1990 Nonor
37, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3413)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Peraturan Penerintah Nonor 56
Tahun 1998 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1998
Nonor 91, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3764);

Peraturan Penerintah Nonor 72 Tahun 1991 tentang Pendi di kan
Luar Biasa (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nonor 94, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3460) ;

Peraturan Penerintah Nonor 73 Tahun 1991 tentang Pendi di kan
Luar Sekol ah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nonor 95, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3461);

Peraturan Penerintah Nonmor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependi di kan (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1992
Nonor 68, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3484) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Penerintah
Nonor 39 Tahun 2000 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2000 Nonmor 91, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 3974 );

Peraturan Penerintah Nonmor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1994 Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3547);

Peraturan Penerintah Nonmor 9 Tahun 2003 tentang Wwenang
Pengangkat an, Pem ndahan dan Penberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lenbaran Negara Republik | ndonesia Tahun 2003 Nonor 15,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4263);

Keput usan Presiden Nonor 87 Tahun 1999 tentang Runpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDI DI KAN.

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di maksud dengan

1

Tenaga Kependi di kan adal ah

a. Quru

b. Panong Bel aj ar;

C. Peni | i k;

d. Quru yang diberi tugas tanbahan sebagai Kepala Taman

Kanak- kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang



seder aj at .

e. Quru yang di beri tugas tanbahan sebagai Kepal a Sekol ah
Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Mdrasah |1Dbtidaiyah,
dan yang seder aj at .

f. Quru yang di beri tugas tanbahan sebagai Kepal a Sekol ah
Lanjutan Tingkat Pertanma, Mdrasah Tsanaw yah, dan yang
seder aj at .

g. Quru yang diberi tugas tanbahan sebagai Kepal a Sekol ah
Menengah, Sekol ah Luar Biasa, ©Mdrasah Aliyah, dan yang
seder aj at .

h. Pengawas Sekol ah dan Pengawas WMata Pel aj aran Pendi di kan
Aganma pada Taman Kanak-kanak, Raudl atul At hfal/Bustanul
Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah |btidaiyah, Sekolah
Dasar Luar Biasa, dan yang seder aj at .

i Pengawas Mata Pelajaran/Runpun Mata Pelajaran dan
Pengawas Bi nbi ngan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan
Ti ngkat Pertama, Madrasah Tsanaw yah, Sekol ah Menengah
Madrasah Aliyah, dan yang seder aj at

] . Pengawas Pendi di kan Luar Bi asa pada Sekol ah Luar Bi asa.

2. Tunj angan Tenaga Kependi di kan adal ah tunjangan yang di beri kan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
sebagai Tenaga Kependi di kan sesuai dengan ket entuan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 2
Kepala  Sekol ah  sebagai tenaga kependi di kan bukan | abatan
struktural

Pasal 3

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebaga
Tenaga Kependi di kan, diberikan tunjangan Tenaga Kependi di kan seti ap
bul an.

Pasal 4

Besarnya tunjangan Tenaga Kependi di kan sebagai mrana di maksud dal am
Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dal am Lanpiran Peraturan
Presiden ini.

Pasal 5

(1) Tunjangan Tenaga Kependi di kan sebagai nana di maksud dalam Pasal
4, diberikan terhitung nmulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak nulai tanggal penberian tunjangan Tenaga Kependi di kan
sebagai mana di maksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipi
yang tel ah nenerima tunjangan Tenaga Kependi di kan ber dasar kan
Peraturan Presiden Nonor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Tenaga Kependi di kan, kepadanya hanya diberikan selisih
kekurangan besarnya tunj angan Tenaga Kependi di kan.

Pasal 6

Penberi an tunjangan Tenaga Kependi di kan, di henti kan apabi | a Pegawai



Negeri Sipil sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, diangkat dalam
jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal
lain yang nengaki batkan penberian tunjangan dihentikan sesuai
dengan ket entuan perat uran perundang-undangan.

Pasal 7
Ketentuan |ebih lanjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Per aturan
Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan
Nasi onal dan/atau Kepala Badan Kepegawai an Negara, baik secara
ber sama- sama maupun secara sendiri-sendiri nenurut bidang tugasnya
masi ng- nasi ng.

Pasal 8
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, naka Peraturan Presiden
Nonor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependi di kan, di cabut
dan di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desenber 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPI RAN

PERATURAN PRES|I DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR: 108 TAHUN 2007

TANGGAL . 6 Desenber 2007

TUNJANGAN TENAGA KEPENDI DI KAN

1 CGuru Rp 286.000,00 Rp 327.000,00 Rp. 389.000,00Tunjangan yang
di beri kan
kepada
Quru yang
di beri
t ugas
t anmbahan
sebagai
Kepal a
Sekol ah
sudah
t er masuk
Tunj angan
Tenaga
Kependi di k
an.

4 Qru yang diberi Rp 390.000,00 Rp 435.000,00 Rp 510.000, 00
t ugas tanbahan
sebagai Kepal a
Taman Kanak-
Kanak, Raudl at ul
At hf al / Bust anu
At hfal , dan yang
seder aj at
5 Q@uru yang diberi Rp 390.000,00 Rp 435.000,00 Rp 510.000, 00
t ugas tanbahan
sebagai Kepal a
Sekol ah Dasar,
Sekol ah Dasar
Luar Bi asa, Madrasah
| bti dai yah, dan
yang seder aj at
6 Quru yang diberi Rp 435.000,00 Rp 485.000,00 Rp 560.000, 00
t ugas tanbahan



sebagai Kepal a
Sekol ah Lanj ut an
Ti ngkat Pert ana,
Madr asah
Tsanawi yah, dan
yang seder aj at
7 Qru yang diberi - Rp 570.000,00 Rp 640. 000, 00
t ugas tanbahan
sebagai Kepal a
Sekol ah Menengabh,
Sekol ah Luar
Bi asa, Madrasah
Al iyah, dan yang
seder aj at
8 Pengawas Sekol ah - Rp 485. 000,00 Rp 560. 000, 00
dan Pengawas Mat a
Pel aj ar an
Pendi di kan Agana
pada Taman Kanak-
kanak, Raudl at ul
At hf al / Bust anu
At hfal, Sekol ah
Dasar, Madrasah
| bti dai yah,
Sekol ah Dasar
Luar Bi asa, dan
yang seder aj at
9 Pengawas Mata - Rp 650. 000,00 Rp 725.000, 00
Pel aj ar an/ Runpun
Mat a Pel aj aran
dan Pengawas
Bi nbi ngan dan
Konsel i ng pada
Sekol ah Lanj utan
Ti ngkat Pert ana,
Madr asah
Tsanawi yah,
Sekol ah Menengah,
Madr asah Aliyah,
dan yang
seder aj at
10 Pengawas - Rp 650. 000,00 Rp 725.000, 00
Pendi di kan Luar
Bi asa pada Sekol ah
Luar Bi asa
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



